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PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 11 TAHUN 2012 

TENTANG 
PEDOMAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf 
aa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  
Pemerintah bertugas dan berwenang melakukan 
penegakan hukum lingkungan hidup; 

b. bahwa untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana 
lingkungan hidup, perlu suatu acuan yang dijadikan 
pedoman dan dapat menjamin kepastian hukum bagi 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di 
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 
Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 
16 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Lingkungan; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 

TENTANG PEDOMAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI 
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP. 

Pasal 1 
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam melaksanakan 
penyidikan dan pengadministrasian penyidikan tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  
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Pasal 2 
Ruang lingkup pedoman penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas: 
a. pendahuluan; 
b. pelaksanaan penyidikan; dan  

c. administrasi penyidikan.  
Pasal 3 

Pedoman penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 4 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Agustus 2012 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
REPUBLIK INDONESIA,  
 
BALTHASAR KAMBUAYA 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Agustus 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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